SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah,
mengamanatkan susunan organisasi, tugas pokok dan
fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Papua Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang.....
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri...../3
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1
2

o

10
11
12
13
14

15

Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.

Kabupaten /Kota adalah Kabupaten /Kota di Provinsi Papua
Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekda Provinsi Papua Tengah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Provinsi;

Dinas adalah dinas-dinas yang ada di Pemerintah Provinsi
Papua Tengah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas.

Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.

Bidang adalah Bidang pada Dinas.

Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.

Seksi adalah Seksi pada Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi
pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau
pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu
unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

16. Kelompok Jabatan...../4
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16 Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.

b.

C.

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Pendidikan;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Kesehatan;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Sosial;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Pertanahan;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Perhubungan;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

t. kedudukan...../5
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kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:
a. Kepala Dinas Pendidikan;
b. Sekretariat Dinas Pendidikan, membawahkan:
1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Akademi
Komunitas, membawahkan:
1. Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Inklusif;
2. Seksi Pembinaan Akademi Komunitas; dan
3. Seksi Pengembangan Program Pendidikan
Berbasis Kebutuhan Khusus Daerah.
d. Bidang Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan,

membawahkan:
1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu
Pendidikan;

2. Seksi Sarana, Prasarana dan Teknologi
Pendidikan; dan
3. Seksi Layanan Khusus Pendidikan dan Inovasi
Pembelajaran.
e. Bidang Pembinaan Tenaga Pendidikan,
membawahkan:
1. Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Guru dan
Tenaga Kependidikan;
2. Seksi Peningkatan Kompetensi dan
Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Seksi Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Karier
Guru dan Tenaga Kependidikan.
UPTD:; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

w®
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Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 5

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pendidikan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas Pendidikan

Pasal 6

Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin,

merumuskan, mengoordinasikan, membina,

mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan di bidang pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana program Dinas
Pendidikan dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di
bidang pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan
berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi
melalui usulan program, permasalahan dan skala
prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana
kerja;

c. pengoordinasian...../7
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pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja Dinas
Pendidikan dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran
program,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan
berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;
pendistribusian tugas kepada Sekretariat Pendidikan,
bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dan UPTD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar
kegiatan berjalan sesuai dengan program Kkerja
masing-masing:

penandatanganan naskah Dinas Pendidikan sesuai
dengan kewenangannya untuk tertib administrasi:
penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan di bidang pendidikan dan
menetapkan standar pelayanan minimal UPTD
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas;

pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
sinkronisasi program,;

pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;

pelaksanaan  pemantauan dan  evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian
program;

pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
untuk optimalisasi tugas;

pelaksanaan pengawasan dan penilaian kepada
pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan
pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam
rangka meningkatkan kinerja pegawai;

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program
Sekretariat Pendidikan, bidang-bidang pada Dinas
Pendidikan dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Gubernur.

Paragraf 3...../8
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Paragraf 3
Sekretanat

Pasal 7

Sekretariat Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan
program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan,
ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

Sekretariat Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat
Dinas Pendidikan;

b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan
rencana dan program kerja serta anggaran Dinas
Pendidikan;

c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan
penyajian data statistik lingkup Dinas Pendidikan;

d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pendidikan;

e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas
Pendidikan;

f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas
Pendidikan;

g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian
Dinas Pendidikan;

h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
kerja sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol
Dinas Pendidikan;

i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di
lingkungan Dinas Pendidikan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Pendidikan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas
Pendidikan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain vyang diberikan oleh
pimpinan.

Sekretariat membawahkan:

a. Subbagian Program dan Keuangan; dan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8
Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menyusun rencana Kkerja Subbagian Program dan
Keuangan;

b. mengoordinasikan...../9
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mengoordinasikan penyusunan dokumen
perencanaan dinas pendidikan meliputi rencana
strategis, indikator kinerja utama, rencana
kerja/rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan
di lingkup Dinas Pendidikan;
melaksanakan pengoordinasian dan
pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan
DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas
Pendidikan;
mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan
penyajian data statistik dan informasi profil Dinas
Pendidikan;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kkinerja
pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan;
melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan
dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas Pendidikan
dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas
Pendidikan meliputi laporan kinerja instansi
pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah, laporan Kketerangan pertanggungjawaban
Gubernur, laporan keterangan pertanggungjawaban
akhir masa jabatan Gubernur, evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Daerah, laporan
realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan,
dan laporan kedinasan lainnya;

melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;

meneliti dan  melakukan  verifikasi  tagihan

pembayaran, antara lain:

1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa
yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui
oleh PA/KPA;

2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-
UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan
tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang
telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran.

menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM

dengan kelengkapannya kepada BUD melalui

bendahara pengeluaran;

membuat register SPP, SPM dan SPJ;

n. membuat laporan...../ 10
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membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan
pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register
kontrak/surat perintah kerja, dan daftar realisasi
pembayaran kontrak;

mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk
kepentingan pengawasan dan pengendalian;
menyiapkan bahan dan menyusun rencana
kebutuhan barang dinas pendidikan;

mengelola barang milik negara/Daerah lingkup Dinas
Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan
Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Program dan
Keuangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan
pengiriman surat dan naskah Dinas Pendidikan
lainnya;

melaksanakan penomoran, pengagendaan dan
penggandaan naskah Dinas Pendidikan sesuai dengan
tata naskah Dinas Pendidikan;

menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk
hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Dinas Pendidikan;

menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan
Dinas Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas
Pendidikan;

menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas
Pendidikan, kunjungan tamu Dinas Pendidikan, dan
acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan
pedoman yang berlaku;

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja
pegawai;

m. melaksanakan pemantauan...../11
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m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Umum  dan
Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.
Paragraf 4
Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Akademi
Komunitas
Pasal 9

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Akademi

Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan khusus serta pelaksanaan pengelolaan
akademi komunitas.

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Akademi

Komunitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan akademi
komunitas;

d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan
lokal pendidikan khusus;

e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian,
penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus
yang diselenggarakan oleh masyarakat;

f. penyusunan bahan  pembinaan pelaksanaan
kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga
kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik pembangunan karakter pendidikan
khusus;

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga
kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan Kkhusus, dan pengelolaan akademi
komunitas;

h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian,
pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan Kkhusus, dan
pengelolaan akademi komunitas; dan

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Bidang Pembinaan...../ 12
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Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Akademi

Komunitas membawahkan:

a. Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Inklusif;

b. Seksi Pembinaan Akademi Komunitas; dan

c. Seksi Pengembangan Program Pendidikan Berbasis
Kebutuhan Khusus Daerah.

Pasal 10

Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Inklusif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a

mempunyai tugas:

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan khusus dan
layanan inklusif;

b. menyusun bahan dan penetapan kurikulum muatan
dan kriteria penilaian pendidikan khusus dan layanan
inklusif;

c. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum
dan penilaian pendidikan khusus;

d. menyusun bahan pelaksanaan layanan inklusif;

e. fasilitasi pengembangan kurikulum sesuai
karakteristik dan budaya Daerah dengan mengacu
pada kerangka kurikulum nasional;

f. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan khusus dan
layanan inklusif;

g. melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta
peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan
khusus dan layanan inklusif; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Seksi Pembinaan Akademi Komunitas dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

a. menyusun bahan perumusan rencana kebijakan di
bidang pembinaan akademi komunitas;

b. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pengelolaan pembinaan akademi komunitas;

c. melaksanakan pengelolaan pembinaan akademi
komunitas;

d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
pengelolaan pembinaan akademi komunitas; dan

e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan pembinaan
akademi komunitas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Seksi Pengembangan Program Pendidikan Berbasis

Kebutuhan Khusus Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (3) huruf ¢, mempunyai tugas:

a. menyusun program...../ 13
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menyusun program Kkerja Seksi Pengembangan
Program Pendidikan Berbasis Kebutuhan Khusus
Daerah;

menyiapkan bahan dan merumuskan Kkonsep
kebijakan teknis pengembangan program pendidikan
berbasis kebutuhan khusus Daerah melalui
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik pendidikan khusus dan layanan
khusus;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik pendidikan khusus dan layanan
khusus:

menyusun pedoman/petunjuk teknis pembinaan
minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter
peserta didik pendidikan anak usia dini luar biasa,
sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama
luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, kolese
pendidikan guru, sekolah menengah atas olahraga,
sekolah menengah atas unggulan dan program
akselerasi;

menyusun pedoman/petunjuk teknis penerimaan
siswa baru pendidikan anak usia dini luar biasa,
sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama
luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, kolese
pendidikan guru, sekolah menengah atas olah raga,
sekolah menengah atas unggulan dan program
akselerasi;

menyusun pedoman/petunjuk teknis mutasi siswa
pendidikan anak usia dini luar biasa, sekolah dasar
luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa,
sekolah menengah atas luar biasa, kolese pendidikan
guru, sekolah menengah atas olahraga, sekolah
menengah atas unggulan dan program akselerasi;
melaksanakan perencanaan dan pengembangan siswa
pendidikan anak usia dini luar biasa, sekolah dasar
luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa,
sekolah menengah atas luar biasa, kolese pendidikan
guru, sekolah menengah atas olahraga, sekolah
menengah atas unggulan dan program akselerasi;
mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan minat,
bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta
didik pendidikan anak usia dini luar biasa, sekolah
dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar
biasa, sekolah menengah atas luar biasa, kolese
pendidikan guru, sekolah menengah atas olahraga,
sekolah menengah atas unggulan dan program
akselerasi dengan narasumber, juri, asesor, dunia
usaha dan industri, BUMD, media masa dan pihak-
pihak yang berkompeten;

i. mengoordinasikan...../ 14
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mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan cabang
olahraga sekolah khusus olahraga keberbakatan bagi
siswa/atlet dalam rangka penyiapan bibit olahraga
berbakat;

memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan nasional,
turnamen olahraga pelajar tingkat regional, nasional
dan arafura youth games dalam rangka pelaksanaan
pembinaan bakat dan prestasi siswa;

melaksanakan pembinaan karakter siswa pendidikan
khusus dan layanan khusus melalui kerja sama
dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka dan Badan
Penanggulangan Bencana;

melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan biaya
operasional sekolah untuk meningkatkan mutu tata
kelola;

melaksanakan lomba debat bahasa inggris bagi siswa
tuna netra dan tuna daksa;

melaksanakan lomba keterampilan siswa sekolah
dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar
biasa dan sekolah menengah atas luar biasa tingkat
Provinsi sesuai dengan jenis ketunaannya;
melaksanakan festival dan lomba seni siswa sekolah
dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar
biasa dan sekolah menengah atas luar biasa tingkat
provinsi sesuai dengan jenis ketunaannya;
memfasilitasi pelaksanaan lomba keterampilan siswa
sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama
luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa
tingkat nasional sesuai dengan jenis ketunaannya;
memfasilitasi pelaksanaan lomba olimpiade olahraga
siswa sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah
pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar
biasa tingkat nasional sesuai dengan jenis
ketunaannya,;

memfasilitasi pelaksanaan festival dan lomba seni
siswa sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah
pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar
biasa tingkat nasional;

mengevaluasi pelaksanaan lomba dan pelatihan
akademik siswa pendidikan khusus dan layanan
khusus;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Program
Pendidikan Berbasis Kebutuhan Khusus Daerah; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.
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Paragraf 5
Bidang Peningkatan Mutu dan
Layanan Pendidikan

Pasal 11

Bidang Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
yang berkenaan dengan peningkatan mutu dan layanan
pendidikan.

Bidang Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Mutu
dan Layanan Pendidikan;

b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan
teknis yang berkenaan dengan peningkatan mutu
pendidikan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang
berkenaan dengan peningkatan mutu dan layanan
pendidikan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang
berkenaan dengan peningkatan mutu dan layanan
pendidikan;

e. pelaksanaan urusan bidang perencanaan, pembinaan
dan peningkatan mutu dan layanan pendidikan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
tugas dan fungsi Bidang Peningkatan Mutu dan
Layanan Pendidikan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan

membawahkan:

a. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan;

b. Seksi Sarana, Prasarana dan Teknologi Pendidikan;

dan
c. Seksi Layanan Khusus Pendidikan dan Inovasi
Pembelajaran.

Pasal 12

Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a

mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja Seksi Kurikulum dan
Penjaminan Mutu Pendidikan;

b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional
peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan
pendidikan;

c. menyiapkan bahan penetapan standar kompetensi
dan kurikulum Pendidikan;

d. menyiapkan bahan...../ 16
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menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi
pembinaan penyelenggaraan pendidikan meliputi
pengelolaan sekolah, standardisasi kurikulum dan
pembelajaran;

melaksanakan pengembangan media pembelajaran
berbasis teknologi informasi dan komunikasi
pendidikan;

menyiapkan bahan dan merumuskan konsep
kebijakan teknis peningkatan mutu tenaga
kependidikan;

melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan Pendidikan nonformal;
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaan dengan peningkatan
mutu;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penjaminan
Mutu Pendidikan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Seksi Sarana, Prasarana dan Teknologi Pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun program kerja Seksi Sarana, Prasarana dan
Teknologi Pendidikan;

menyiapkan bahan dan merumuskan Kkonsep
kebijakan teknis pembinaan sarana prasarana dan
teknologi pendidikan;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
pembinaan sarana prasarana dan teknologi
pendidikan;

menyusun pedoman/petunjuk teknis pengembangan
sarana prasarana dan teknologi pendidikan;
melaksanakan kerja sama pengembangan sarana
prasarana dan teknologi pendidikan dengan badan
usaha milik negara/badan wusaha milik daerah,
pemangku kewajiban pendidikan, dunia usaha dan
industri dalam rangka pelaksanaan pengembangan
pendidikan;

melaksanakan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis
pengembangan sarana prasarana dan teknologi
pendidikan;

melaksanakan pelatihan analisis kebutuhan
pembiayaan sarana prasarana dan teknologi
pendidikan;

melaksanakan  pelatihan penyusunan laporan
keuangan terpadu untuk menyinergikan sistem
pelaporan Pendidikan berbasis daring (online};
menyusun rencana Kkebutuhan pembangunan,
pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana
prasarana dan teknologi pendidikan;

j. melaksanakan...../17
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melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan
pengadaan sarana prasarana dan teknologi
pendidikan;

melaksanakan pengelolaan administrasi sarana
prasarana dan teknologi pendidikan, menginput,
mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan
menyusun data untuk bahan penyusunan kebijakan;
melaksanakan pelayanan administrasi pemberian
bantuan operasional penunjang mutu tata kelola
sarana prasarana dan teknologi pendidikan;
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Sarana, Prasarana dan
Teknologi Pendidikan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Seksi Layanan Khusus Pendidikan dan Inovasi
Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) huruf ¢ mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun program Kkerja Seksi Layanan Khusus
Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran;

menyiapkan bahan dan merumuskan konsep
kebijakan teknis layanan khusus pendidikan dan
inovasi pembelajaran;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijjakan teknis
layanan khusus pendidikan dan inovasi pembelajaran;
melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
program pengajaran, penentuan kriteria kenaikan
kelas dan kelulusan, mengatur pelaksanaan program
remedial dan pengayaan;

melaksanakan koordinasi program dan kegiatan
sekolah bersama kepala sekolah dalam hal pengadaan
sarana prasarana pengelolaan pembiayaan alat-alat
pengajaran dan pengelolaan perawatan dan perbaikan
sarana;

melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaan dengan layanan
khusus pendidikan dan inovasi pembelajaran;
melaksanakan inovasi pembelajaran  berbasis
teknologi informasi dan  komunikasi untuk
meningkatkan mutu pembelajaran;

melaksanakan pengembangan media dan sumber
belajar inovatif;

melaksanakan pembelajaran kontekstual berbasis
kearifan lokal;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Layanan Khusus Pendidikan
dan Inovasi Pembelajaran; dan

l. melaksanakan tugas...../ 18



(1)

(2)

(3)

(1)

= 18 =

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 6
Bidang Pembinaan Tenaga Pendidikan

Pasal 13

Bidang Pembinaan Tenaga Pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang pembinaan tenaga pendidikan.

Bidang Pembinaan Tenaga Pendidikan melaksanakan

tugas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Tenaga
Pendidikan;

b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan
teknis pembinaan dan kesejahteraan guru dan tenaga
kependidikan, peningkatan kompetensi dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan, serta evaluasi kinerja
dan pengembangan karier guru dan tenaga
kependidikan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
pembinaan dan kesejahteraan guru dan tenaga
kependidikan, peningkatan kompetensi dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan, serta evaluasi kinerja
dan pengembangan karier guru dan tenaga
kependidikan;

d. pelaksanaan urusan di bidang pembinaan dan
kesejahteraan guru dan tenaga Kkependidikan,
peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru dan
tenaga kependidikan, serta evaluasi kinerja dan
pengembangan karier guru dan tenaga kependidikan;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Tenaga
Pendidikan; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pembinaan Tenaga Pendidikan membawahkan:

a. Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga
Kependidikan;

b. Seksi Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Guru
dan Tenaga Kependidikan; dan

c. Seksi Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Karier
Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 14
Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga
Kependidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. menyusun program Kerja Seksi Pembinaan dan
Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan;

b. menyiapkan bahan...../19
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menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan kesejahteraan guru dan tenaga
kependidikan;

menyiapkan bahan koordinasi dan peningkatan
kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
melaksanakan penjaminan kesejahteraan dan
keamanan bagi guru dan tenaga kependidikan;
menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan
tenaga kependidikan;

melaksanakan pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan tentang pemberian penghargaan kepada
guru dan tenaga kependidikan;

melaksanakan pemetaan dan pendataan guru dan
tenaga kependidikan lainnya;

menyiapkan penyelenggaraan seleksi guru dan tenaga
kependidikan berprestasi;

melaksanakan pemberian penghargaan kepada guru
dan tenaga kependidikan;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi pembinaan dan kesejahteraan
guru dan tenaga kependidikan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Seksi Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Guru dan
Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

a.

menyusun rencana kerja Seksi Peningkatan
Kompetensi dan Sertifikasi Guru dan Tenaga
Kependidikan;

menyiapkan bahan perumusan pedoman dan
menyelenggarakan standardisasi kompetensi guru
dan tenaga kependidikan;

melaksanakan peningkatan kualifikasi akademik dan
sertifikasi profesi guru dan tenaga kependidikan,;
menganalisis data hasil uji kompetensi guru, sistem
informasi manajemen pengembangan keprofesian
yang berkelanjutan, Dapodik, atau instrumen lain
untuk menetapkan skala prioritas pengembangan
kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan dan
bimbingan teknis, serta kegiatan pengembangan
keprofesian berkelanjutan untuk guru dan tenaga
kependidikan;

mengelola dan memfasilitasi proses sertifikasi guru
dan tenaga kependidikan melalui jalur pendidikan
profesi guru dalam jabatan;

melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta
sertifikasi sesuai ketentuan pusat;

menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan program peningkatan kompetensi dan
sertifikasi guru dan tenaga kependidikan;

i. melaksanakan pemantauan...../20
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melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kebijakan teknis terhadap pelaksanaan Kkegiatan
peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru dan
tenaga kependidikan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Pimpinan.

Seksi Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Karier Guru dan
Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas:

a.

menyusun rencana kerja Seksi Evaluasi Kinerja dan
Pengembangan Karier Guru dan Tenaga
Kependidikan;

melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan
afirmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dan/atau peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan;

melaksanakan penyusunan usul formasi guru dan
tenaga kependidikan;

melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian
guru dan tenaga kependidikan;

melaksanakan pemindahan untuk pemerataan
pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah
Kabupaten /Kota di Provinsi;

melaksanakan penerimaan guru dan tenaga
kependidikan dari provinsi lain ke Daerah;
melaksanakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan;

melaksanakan pengembangan karier guru dan tenaga
kependidikan;

melaksanakan perumusan peningkatan karir guru
dan tenaga kependidikan;

melaksanakan pembinaan, pengembangan bahasa
dan sastra serta peningkatan kompetensi guru dan
tenaga kependidikan lainnya;

menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka
kredit Jabatan Fungsional guru dan tenaga
kependidikan;

menyiapkan bahan pelaksanaan program peningkatan
kualifikasi guru dan tenaga kependidikan;
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi evaluasi kinerja dan
pengembangan karier guru dan tenaga kependidikan;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.
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BAB III
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 15

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
a. Kepala Dinas Kesehatan;
b. Sekretariat Dinas Kesehatan, membawahkan:
1. Subbagian Program, Data dan Hubungan
Masyarakat;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
Perlengkapan.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesechatan

Kerja;
2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
dan
3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat,
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
membawahkan:

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa,
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan;
2. Seksi Akreditasi Fasilitas Kesehatan; dan
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan
Jaminan Kesehatan,
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
1. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
2. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Mutu
Tenaga Kesehatan.

(2) Bagan Struktur...../22
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Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
Gubernur;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang keschatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 18

Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas, memimpin,

merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan,

menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
dinas kesehatan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana program Dinas
Kesehatan dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di
bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan
berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah
melalui usulan program, permasalahan dan skala
prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana
kerja;

c. pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja Dinas
Kesehatan dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran
program;

d. pengoordinasian...../23
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d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan

berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;

e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat Dinas

Kesehatan, bidang pada Dinas Kesehatan dan UPTD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar
kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja
masing-masing;

f. penandatanganan naskah Dinas Kesehatan sesuai

dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;

g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan

dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

h. pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian

dan pengawasan di bidang Kesehatan dan menetapkan
standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas;

1. melakukan kerja sama dengan instansi terkait,

pemerintah Kabupaten/Kota instansi vertikal serta
pihak Kketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk sinkronisasi program;

memfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan
tepat sasaran;

k. melakukan pemantauan dan evaluasi di

Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian
program;

1.  melakukan pembinaan kelompok Jabatan Fungsional

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
optimalisasi tugas;

m. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai

dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan
sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai;

n. mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat Dinas

Kesehatan, bidang pada Dinas Kesehatan dan UPTD
berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan
kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 3
Sekretariat Dinas Kesehatan

Pasal 19
Sekretariat Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan penyusunan rencana dan program Kerja,
pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

(2) Sekretariat Dinas...../24
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Sekretariat Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

a.

b.

L.

penyusunan rencana dan program Kkerja Sekretariat
Dinas Kesehatan;

pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan
rencana dan program Kkerja serta anggaran Dinas
Kesehatan;

pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan
penyajian data statistik lingkup Dinas Kesehatan;
pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kesehatan;
pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas
Kesehatan;

pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas
Kesehatan;

pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian
Dinas Kesehatan;

pengelolaan kerumahtanggaan, Kketatalaksanaan,
kerja sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol
Dinas Kesehatan;

pengelolaan  pelaporan terhadap  pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di
lingkungan Dinas Kesehatan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Kesehatan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas
Kesehatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Sekretariat Dinas Kesehatan membawahkan:

a.
b.
o

Subbagian Program, Data dan Hubungan Masyarakat;
Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

Subbagian Keuangan dan  Pengelolaan  Aset
Perlengkapan.

Pasal 20

Subbagian Program, Data dan Hubungan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:

a.

b.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang program, data dan hubungan masyarakat;
menyiapkan bahan dan mengoordinasikan
penyusunan perencanaan program dan Kegiatan serta
hubungan kerja sama di lingkungan kesehatan;
menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian
program dan kegiatan serta verifikasi data dan
hubungan kerja sama di lingkungan kesehatan;
menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data
informasi di bidang program;

e. menyiapkan bahan...../25
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menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di lingkungan Dinas Kesehatan; dan
melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b mempunyai

tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Umum dan Kepegawaian;

b. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di
lingkungan Dinas Kesehatan;

c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di
lingkungan Dinas Kesehatan;

d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan
kerja di lingkungan Dinas Kesehatan;

e. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di
lingkungan Dinas Kesehatan;

f. menyiapkan bahan pengelolaan Kkearsipan dan
dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan
ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Kesehatan;

h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di

1.

lingkungan Dinas Kesehatan; dan
melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset Perlengkapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c
mempunyai tugas:

a.

menyusun dan mengelola rencana kebutuhan
anggaran tahunan Dinas Kesehatan berdasarkan
usulan dari setiap unit kerja;

mengelola proses penganggaran dan pelaksanaan
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun dan melaksanakan penatausahaan dan
pengadministrasian keuangan secara tertib dan
akuntabel (meliputi SPJ, pembukuan, dan bukti
transaksi);

mengelola pembayaran rutin seperti gaji, tunjangan,
honorarium, dan belanja barang dan jasa.
melaksanakan rekonsiliasi keuangan dan pelaporan
secara periodik (bulanan, triwulanan, tahunan);
mengelola keuangan satuan kerja BLUD dan Non-
BLUD serta mengadministrasikan dana hibah.
mengoordinasikan dan menyelesaikan rekomendasi
hasil pemeriksaan dari APIP atau BPK;

menyusun laporan keuangan Dinas Kesehatan
sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan
dan pihak terkait;

merencanakan dan mengusulkan kebutuhan barang
dan jasa, baik medis maupun non-medis.

mengelola pengadaan, pendistribusian, dan
pencatatan logistik dan perlengkapan kantor;



(2)

= 36 =

k. melakukan inventarisasi dan pemeliharaan terhadap
barang milik Daerah (aset tetap dan barang habis
pakai);

l.  melaksanakan penatausahaan barang  milik
negara/Daerah (BMN/BMD), termasuk pengamanan,
pemanfaatan, dan penghapusan.

m. menyusun laporan mutasi barang, kondisi barang,
dan usulan penghapusan barang secara periodik;

n. mengembangkan sistem pengelolaan logistik berbasis
teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan
transparansi;

o. melaksanakan koordinasi dengan bidang dan unit
terkait dalam hal distribusi alat medis, bahan habis
pakai, serta perlengkapan kerja; dan

p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 21

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas
merumuskan dan mengemban kebijakan teknis, menyusun
rencana dan  program  Kkerja, mengoordinasikan
pelaksanaan program lintas seksi, pembinaan teknis dan
supervisi, memantau dan mengevaluasi, inovasi layanan
berbasis masyarakat dan teknologi digital, kemitraan
dengan organisasi masyarakat lintas sektoral yang
berkenaan dengan kesehatan masyarakat.

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan dan pengembangan kebijakan teknis
kesehatan masyarakat berbasis data dan kebutuhan
lokal;

b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang
kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, dan
kesehatan lingkungan;

c. pengoordinasian pelaksanaan program lintas seksi
dalam bidang kesehatan masyarakat;

d. pembinaan teknis dan supervisi ke pemerintah
Kabupaten/Kota  terkait intervensi  kesehatan
masyarakat;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program
kesehatan masyarakat, termasuk pelaporan kepada
pimpinan;

f. penyusunan inovasi layanan kesehatan masyarakat
berbasis masyarakat dan teknologi digital;

g. pelaksanaan kemitraan dengan organisasi masyarakat
dan lintas sektor dalam bidang kesehatan masyarakat;
dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Bidang Kesehatan...../27
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Bidang Kesechatan Masyarakat membawahkan:

a.
b.
e.

Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja;
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan
Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat.

Pasal 22

Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:

a.

i.

merumuskan kebijakan sanitasi dasar (air bersih,
sanitasi, limbah domestik)] dan pengawasan kualitas
lingkungan,;

melaksanakan program = kesehatan lingkungan
kerja di sektor formal dan informal,

mengembangkan sistem pemantauan risiko
lingkungan berbasis aplikasi atau sistem informasi;
membina kegiatan olahraga masyarakat dalam rangka
pencegahan penyakit tidak menular;

menyusun pedoman teknis dan SOP pengelolaan
sanitasi lingkungan yang aman dan sehat;
berkoordinasi dengan dinas yang melaksanakan
urusan lingkungan hidup, dinas yang melaksanakan
urusan pekerjaan umum, dan dinas yang
melaksanakan urusan Kketenagakerjaan dalam
intervensi terpadu;

melaksanakan pengawasan dan pelaporan kualitas air
minum, udara, tanah, serta risiko kimia/radiasi;
penerbitan perizinan berusaha dan perizinan
berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

a.

menyusun perencanaan program tahunan dan
rencana strategis untuk kesehatan ibu, bayi, balita,
remaja, lansia, serta keluarga berencana;

menyusun kebijakan teknis dan regulasi pelaksanaan
program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
menyusun dan menyebarkan pedoman, SOP, petunjuk
teknis untuk pelaksanaan layanan KIA dan gizi
masyarakat;

mendorong pelaksanaan kelas ibu hamil, posyandu
remaja, pelayanan Kkeluarga berencana di fasilitas
kesehatan (faskes), dan kampanye pemberian ASI
eksklusif;

melaksanakan surveilans gizi (pemantauan berat
badan balita, status gizi ibu hamil);

menangani kasus stunting, wasting, anemia remaja,
dan kekurangan gizi kronis lainnya;

g. menyelenggarakan...../28
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menyelenggarakan pelayanan kesehatan
bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat
di daerah sangat terpencil bagi OAP;

melatih tenaga kesehatan dan kader mengenai standar
layanan kesehatan keluarga dan gizi;

membina dan memantau pelaksanaan program gizi
dan KIA di Kabupaten /Kota;

melakukan evaluasi capaian indikator (cakupan
imunisasi, K1, K4, partisipasi keluarga berencana dan
sebagainya);

menyusun laporan dan analisis hasil program secara
berkala;

mengoordinasikan dengan PKK, sekolah, organisasi
keagamaan, dan tokoh masyarakat untuk promosi
kesehatan keluarga; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c,
mempunyai tugas:

a.

b.

melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
merancang strategi komunikasi perubahan perilaku
berbasis media massa, digital, dan komunitas;
menyusun dan menyebarluaskan media komunikasi,
informasi, edukasi (KIE);

menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan
masyarakat melalui Posyandu, UKBM, dan kader;
melaksanakan pelattihan dan fasilitasi kader
kesehatan masyarakat;

mengembangkan kemitraan dengan tokoh
masyarakat, LSM, dan organisasi lokal untuk program
promosi kesehatan;

mendukung pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
fasilitas pelayanan kesehatan milik lembaga
keagamaan. LSM dan organisasi kemasyarakatan
lainnya;

memfasilitasi pembentukan kampung siaga dan
sekolah sehat;

melakukan evaluasi efektivitas promosi dan
pemberdayaan masyarakat serta menyusun
rekomendasi perbaikan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.
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Paragraf 5
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 23

Bidang Pencegahan dan  Pengendalian  Penyakit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis dan
operasional, mengoordinasikan program surveilans,
merancang dan mengimplementasikan program, menyusun
dan mengelola program, mengembangkan sistem berbasis
data epidemiologi, membina teknis dan supervisi,
memantau, mengevaluasi, mengoordinasikan lintas sektor,
menyusun laporan kerja yang berkenaan dengan
pencegahan dan pengendalian penyakit.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Kkebijakan teknis dan operasional
pencegahan dan pengendalian penyakit di Daerah;

b. pengoordinasian program surveilans Kkesehatan,
imunisasi dasar lengkap, dan tanggap KLB;

c. perancangan dan pengimplementasian program
pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS,
malaria, DBD, dan lain-lain);

d. penyusunan dan mengelola pengelolaan program
pencegahan penyakit tidak menular (PTM), gangguan
indra dan fungsional, serta kesehatan jiwa;

e. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
berbasis data epidemiologi;

f. pembinaan teknis dan supervisi ke Kabupaten/Kota;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian
indikator kesehatan prioritas di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit;

h. pengoordinasian dengan lintas sektor dan lembaga
(BPBD, rumah sakit rujukan, laboratorium kesehatan
Daerah);

i. penyusunan laporan kinerja bidang secara berkala
kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan

j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pencegahan dan  Pengendalian  Penyakit

membawahkan:

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular; dan

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa.

Pasal 24

Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

a. menyusun kebijakan...../30
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menyusun  kebijakan  teknis dan = pedoman
pelaksanaan surveilans epidemiologi, surveilans
berbasis rumah sakit, dan surveilans berbasis
masyarakat.

melakukan pengumpulan, analisis, dan pelaporan
data penyakit potensial kejadian luar biasa (DHF,
campak, TBC, COVID-19 dan lain-lain);

menyusun peta epidemiologi wilayah untuk
pengambilan keputusan program intervensi;
melakukan deteksi dini dan respons cepat terhadap
kejadian luar biasa serta menyusun logistik dan alur
respons;

merancang program peningkatan cakupan imunisasi
dasar lengkap pada bayi, balita, anak usia sekolah,
serta imunisasi dewasa sesual rekomendasi World
Health Organization;

mendorong dan memantau pelaksanaan Bulan
Imunisasi Anak Nasional, kampanye imunisasi, dan
vaksinasi darurat;

menyusun pelaporan cakupan imunisasi dan
melakukan  evaluasi serta kajian ketepatan
sasarannya;

membina pelaksanaan sistem pelaporan dan
pencatatan digital (ASIK, SIIS) di Kabupaten/Kota; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:

a.

merancang kebijakan teknis pengendalian penyakit
menular seperti TBC, malaria, HIV/AIDS, DBD, dan
leptospirosis;

menyusun strategi eliminasi dan eradikasi penyakit
menular prioritas sesuai rencana pembangunan
jangka menengah nasional dan rencana pembangunan
jangka menengah Daerah;

melakukan pemantauan wilayah bebas penyakit
menular tertentu seperti malaria dan frambusia;
mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian sistem
(fogging, larvasidasi, pemantauan jentik);
mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan
penyakit berbasis wilayah;

menyusun sistem penanggulangan wabah berbasis
komunitas kampung tanggap wabah;

memberikan pelatihan teknis Kkepada tenaga
surveilans, petugas P2M (pencegahan & pengendalian
penyakit menular);

melakukan evaluasi program serta analisis tren
penyakit menular untuk menentukan kebijakan
lanjutan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Pencegahan...../31
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Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas:

a.

menyiapkan kebijakan Daerah di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa termasuk perumusan norma, standar
dan kriteria yang berlaku;

menyusun rencana program kegiatan pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa serta rencana kebutuhan sarana operasional;
melaksanakan kebijakan operasional di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa;

memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada
fasilitas kesehatan mengenai pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular serta masalah
kesehatan jiwa;

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa;

menilai dan mengevaluasi efektivitas program kegiatan
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa yang telah dilaksanakan;
menyusun laporan terkait kegiatan pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan
jiwa;

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, baik
di internal Dinas Kesehatan maupun di luar Dinas
Kesehatan untuk meningkatkan kerja sama dan
sinergi di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
membantu pengintegrasian teknologi informasi dalam
penanganan pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa melalui sistem
informasi kesehatan;

melakukan  advokasi dan  sosialisasi  untuk
meningkatkan peran masyarakat dan pembentukan
kapasitas Posbindu penyakit tidak menular; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































